BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : %, TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN INSENTIF PENCAPAIAN/PELAMPAUAN RENCANA

Menimbang : a.

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri

1 N Q7 JT7NML NA 0NN +
afuangan NOMIoT 6o/ AMA.UT/ 2000 Len.l.aﬂg rembaglaﬂ dan

- Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,

penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh
masing-masing Daerah; )

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat
dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota
yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perdesaan dan Perkotaan pada Satuan Anggaran
sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang
ditetapkan; '

C. /lgahwa guna memberikan pedoman penggunaan insentif

pencapaian/pelampauan rencana penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan perlu diatur oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Insentif
Pencapaian/Pelampauan Rencana Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan,



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambghan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ternitang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 /KMK.04 /2005
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 17};

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Meu ap‘rﬂn . b'li"DA'l“'lTDAh‘l’ 'DT'I’DA'I‘I' 'I‘EP"IT‘A‘"'NT“ PEF{%GUNA A'H' INSENT‘I"I?

PENCAPAIAN / PELAMPAUAN RENCANA PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Tegal

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal

S. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal

6. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan

7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Tegal

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal

BABII
PENGGUNAAN INSENTIF PELAMPAUAN
RENCANA PENERIMAAN PBB

Fasal 2

(1) Pemerintah Daerah menerima insentif PBB apabila realisasi penerimaan
PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan mencapai/melampaui Rencana
Penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

(2) Penerimaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke
rekening Kas Daerah.

(3) Penerimaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dicatat sebagai

penerimaan Daerah.
Pasal 3

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.



(1)

(2)

Pasal 4

Penggunaan Insentif PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur
sebagai berikut :

a) sebesar 65% digunakan untuk biaya Sarana Pendukung Operasional
Pungutan Pajak Daerah;

b) sebesar 35 % digunakan untuk Insentif kepada Petugas Pemungut
dan Tim Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam
bentuk uang ;

Teknis pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif kepada petugas
pemungut dan Tim Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan dalam bentuk uang sg.bagaimana dimaksud pada ayat {1}

huruf b ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 hinis ‘S032

Diundangan di Slawi
pada tanggal 11 funz 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

P it

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2m#2 NOMOR 4§



